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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Anggota dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Terlarang
A.1.Pengertian Organisasi Kemasyarakatan
Makna dari eksistensi organisasi kemasyarakatan tertuju
kepada basis pergerakan kelompok kepentingan di era sekarang ini.
Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang
memiliki kesamaan sifat, kepercayaan dan/atau tujuan, yang
memiliki kesepakatan bersama untuk mengorganisasikan diri dalam
rangka melindungi dan mencapai tujuan bersama.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “organisasi” adalah
kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian
(orang dan sebagainya) dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu;
kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk
mencapai tujuan bersama.1
Sondang P. Siagian menyatakan bahwa organisasi dapat
ditinjau dari tiga sudut pandang, yakni:
1. Organisasi sebagai wadah, yaitu tempat kegiatan-kegiatan
administrasi dan manajemen dijalankan dan sifatnya adalah
“relatif statis”;
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal.967
2. Organisasi sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-
orang yang menjadi anggota organisai dan sifatnya
“dinamis;
3. Organisasi sebagai kumpulan orang, yang tidak lain
adalah organisasi sebagai wadah. Maksud dari organisasi
sebagai wadah berarti :
(a) organisasi sebagai penggambaran jaringan
hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal
atas dasar kedudukan atau jabatan yang
diperuntukkan untuk setiap anggota organisasi;
(b) organisasi merupakan susunan hierarki yang
secara jelas menggambarkan garis wewenang dan
tanggung jawab;
(c) organisasi merupakan alat yang berstruktur
permanen yang fleksibel (dimungkinkan dilakukan
perubahan) sehingga apa yang terjadi dan akan
terjadi dalam organisasi relatif tetap sifatnya dan
karenanya dapat diperkirakan.2
Menurut M. Manulang, organisasi itu mempunyai ciri-ciri
antara lain:3
1. Adanya sekelompok orang;
2 Sondang P. Siagian, , Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1980, hal. 68.
3 M. Manulang, , Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia,1983, hal. 67.
2. Antarhubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama
yang harmonis; dan
3. Kerja sama didasarkan atas hak, kewajiban atau
tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai
tujuan.
Menurut Nia Kania Winayanti, suatu organisasi secara
hakiki harus memenuhi syarat antara lain:4
1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu
wadah organisasi tertentu;
2. Mempunyai anggota yang jelas, di mana para pemrakarsa
biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang
bersangkutan;
3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai
aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
4. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang
mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkat wilayah
kepengurusan, dengan kewenangan tanggung jawab pada
setiap tingkatan kepengurusan yang jelas;
4 Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi
Kemasyarakatan), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 13-14.
5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas,
berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan
organisasi;
6. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas,
berlandaskan pada aspek moralitas, integritas, tanggung
jawab, dan prestasi.
Sementara pengertian “kemasyarakatan” dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata “masyarakat” yang berarti
sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu
kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun “Kemasyarakatan”
berarti perihal (mengenai) masyarakat. Kata “masyarakat” yang
berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama
sebagai kesatuan yang besar, saling membutuhkan, memiliki ciri-
ciri yang sama sebagai kelompok.5
Secara lebih detail, Nia Kania Winayanti menggambarkan
ciri organisasi kemasyarakatan yakni:6
1. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar
sukarela;
2. Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang
kemasyarakatan tertentu atau lebih;
5 Baddudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.
872
6 Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi
Kemasyarakatan), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011,hal. 15-16
3. Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi
gerak langkah dan kegiatan dari setiap program
organisasinya dapat mempunyai dampak politik.
Apabila dilihat dari kecenderungan/orientasi dari kiprah
organisasi, secara sederhana konfigurasi organisasi kemasyarakatan
di Indonesia mempunyai karakteristik:7
a. Ormas yang merupakan underbow secara langsung
maupun tidak langsung dari partai politik, seperti
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), yang
umumnya pengurusnya adalah kader Partai Golkar.
b. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah.
c. Ormas yang didasarkan pada komunitas etnis yang eksis
di suatu wilayah, seperti Forum Betawi Rembug (FBR).
d. Ormas yang berdiri berawal dari keprihatinan terhadap
kondisi bangsa yang mengalami keterpurukan di berbagai
bidang kehidupan, seperti Perhimpunan Nasional Indonesia
7 Ronald Rofiandri, UU Ormas: Sejarah dan Implementasi, makalah PSHK phsk.or.id/site/
download.php?docid=5f5243e9e0f1dde42c02123 68295ae17, diunduh pada 30 Januari 2018
(Pernasindo), Persatuan Indonesia, lalu Nasional Demokrat
(Nasdem) yang akhirnya berubah menjadi partai politik.
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas
adalah  organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar
Negara Republik    Indonesia Tahun 1945.8
A.2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Organisasi
Kemasyarakatan
A.2.1. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk:
a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa;
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan
budaya yang hidup dalam masyarakat;
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
8 UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi UU pasal 1 angka (1)
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa; dan
h. mewujudkan tujuan negara.
A.2.2. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan
Ormas berfungsi sebagai sarana:
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau
tujuan organisasi;
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan
organisasi;
c. penyalur aspirasi masyarakat;
d. pemberdayaan masyarakat;
e. pemenuhan pelayanan sosial;
f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.





A.3 Konsep Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam Hukum
Indonesia
A.3.1 Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013
Pengertian dari Organisasi Kemasyarakatan di dalam UU Nomor 8
Tahun 1985 memiliki makna yang rancu. Rustam Ibrahim
mengatakan pengertian tersebut sering diasosiasikan dengan
organisasi massa atau organisasi yang mempunyai anggota yang
cukup besar (mass-based organizations).9
Hal ini dipertegas juga di Pasal 5 huruf (a) dan (b) UU
Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa organisasi
kemasyarakatan merupakan penyalur kegiatan sesuai kepentingan
anggotanya, termasuk wadah pembinaan dan pengembangan
anggotanya dalam mewujudkan tujuan organisasinya. Artinya,
organisasi kemasyarakatan yang dimaksud di dalam UU Nomor 8
Tahun 1985 lebih menitikberatkan pada asas keanggotaan.
Sedangkan pengaturan mengenai organisasi tanpa anggota sama
sekali tidak diatur secara jelas dalam norma di UU Nomor 8 Tahun
1985. Atas penafsiran inilah, menjadi alasan bagi sebagian besar
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa mereka tidak
termasuk yang diatur dalam UU tersebut sebab sebagian besar LSM
di Indonesia berbentuk Yayasan (organisasi tanpa anggota) yang
didirikan untuk kepentingan publik (public interest).10
Kerancuan dalam definisi atas Organisasi Kemasyarakatan
ini berusaha diperbaiki dengan melakukan revisi atas UU Nomor 8
9Rustam Ibrahim, Beberapa Pokok Pikiran untuk Penyusunan RUU tentang Perubahan
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam diskusi di Biro
Polhukam dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 8 Februari 2011.
10ibid., hal. 6.
Tahun 1985. Revisi ini menghasilkan UU Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di Pasal 1 angka 1
menyebutkan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan
tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Pengertian Ormas tersebut dimaksudkan untuk mewadahi semua
organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat dengan mengacu
pada tiga pilar dasar, yakni kesamaan tujuan, kepentingan, dan
kegiatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran
bagi anggota masyarakat dan meningkatkan keikutsertaan secara
aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat
Pancasila berdasarkan UU Dasar 1945, dan sekaligus menjamin
tercapainya tujuan nasional.11
Definisi Organisasi Kemasyarakatan dalam UU Nomor 17
Tahun 2013 ternyata masih bersifat umum. Artinya, semua wadah
untuk berkumpul dan berserikat dianggap sebagai ormas tanpa
terkecuali. Hal ini membuat tidak adanya batasan yang tegas
mengenai karakteristik dari organisasi kemasyarakatan.
Ketidakjelasan dalam batasan atau definisi dari organisasi
kemasyarakatan ini berusaha diperjelas melalui bentuk
organisasinya, yakni berupa badan hukum atau tidak berbadan
11Dikutip dari Bambang Ariyanto, Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan,
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, hlm.135
hukum.12 Kemudian, didalam UU ini juga belum diatur secara jelas
bagaimana pengaturan atau ketentuan pidana dari organisasi
kemasyarakatan yang melanggar isi dari UU ini.
A.3.2 Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Menjadi UU Nomor
16 Tahun 2017
Mengacu pada konsideran menimbang dalam Perppu No. 2
Tahun 2017, salah satu persoalan yang menjadi alasan terbitnya
Perppu No. 2 Tahun 2017 yaitu UU Ormas belum menganut asas
cantrarius actus. Asas tersebut menyatakan lembaga yang
mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas juga
mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.
Setelah dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017,
Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum
ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan status badan
hukum tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HAM No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.
Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas
tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017.
Pencabutan status badan hukum merupakan tindakan tegas yang
diberikan kepada ormas HTI sebagai upaya mencegah munculnya
12Ibid., hal. 135
penyimpangan atas ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Berdasarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian
disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 , pengertian ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun
1945.
Perubahan yang paling signifikan adalah Pasal 59 Perppu
No. 2 Tahun 2017 yang mengatur semakin spesifik hal-hal yang
dilarang dilakukan ormas. Larangan terhadap ormas dalam Pasal 59
Perppu No. 2 Tahun 2017 di antaranya:
1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama
dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga
pemerintahan;
2. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara
lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau
bendera ormas; dan/atau
3. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai
politik.
4. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun
sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau mengumpulkan
dana untuk partai politik.
5. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau
golongan;
6. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap
agama yang dianut di Indonesia;
7. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
8. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan
separatis atau organisasi terlarang; dan
10. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut,
mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang
bertentangan dengan Pancasila.
Selain sanksi administrasi, Perppu No. 2 Tahun 2017 juga
mengatur sanksi pidana yang merupakan substansi baru dalam UU
Ormas. UU Ormas sebelum dikeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017
tidak mengatur ketentuan ini. Perppu No. 2 Tahun 2017
menyisipkan bab baru di antara BAB XVII dan BAB XVIII yaitu
BAB XVIIA tentang Ketentuan Pidana yang mengatur Pasal 82A
yang berbunyi:13
“(1) bSetiap borang byang bmenjadi banggota bdan/atau bpengurus bormas
yangb bdengan bsengaja bdan bsecara blangsung batau btidak blangsung
melanggarb bketentuan bsebagaimana bdimaksud bdalam bPasal b59 bayat
(b3) huruf c dan huruf d bdipidana bdengan bpidana bpenjara bpaling
bsingkat 6 (enam) b ulan bdan bpaling blama b1 (satu) btahun.
(2) bSetiap borang byang bmenjadi banggota bdan/atau bpengurus bOrmas
yangb bdengan bsengaja bdan bsecara blangsung batau btidak blangsung
melanggarb ketentuanb bsebagaimana bdimaksud bdalam bPasal b59 bayat
b (3) bhuruf ba bdan bhuruf b, bdan ayabt (4) bdipidana bdengan bpidana
bpenjara seumubr bhidup batau bpidana bpenjara bpaling bsingkat b5 (lima)
btahun bdan paling blama b20 (dua bpuluh) btahun.
(4) Selainb bpidana bpenjara bsebagaimana bdimaksud bpada bayat (1)
byang bersangkutabn bdiancam bdengan bpidana btambahan
bsebagaimana bdiatur dalam bperaturan bperundang-undangan
bpidana.”
A.4 Organisasi Masyarakat Terlarang
Secara hukum, organisasi masyarakat terlarang belum
memiliki pengertian yang benar-benar diakui. Namun menurut
KBBI, terlarang adalah tidak diperbolehkan (diperkenankan).14 Jadi,
dapat disimpulkan secara sederhana bahwa organisasi
kemasyarakatan terlarang adalah organisasi kemasyarakatan yang
keberadaannya maupun aktivitasnya tidak diperbolehka atau
diperkenankan lagi di Indonesia.
A.5 Anggota dan Pengurus
13UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi UU pasal 82A
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia online di akses pada tanggal 30 januari 2018 pukul 15.00 WIB
Didalam UU Nomor 17 Tahun 2013, sudah jelas mengatur tentang
keanggotaan dan kepengurusan dari suatu ormas. Dalam UU ini
sudah dikatakan bahwa:
Pasal 23
Ormas lingkup nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di
seluruh Indonesia.
Pasal 24
Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi.
Pasal 25
Ormas lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling
sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.
Pasal 26
Ormas dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar
negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara
musyawarah dan mufakat.
(2) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
(3) Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan
Ormas.
Pasal 30
(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban
pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang
berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan
kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
terjadinya perubahan kepengurusan.
Pasal 31
(1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari
kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau
mendirikan Ormas yang sama.
(2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan
dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan
dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh UU ini.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan,
dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.
Kemudian, terkait dengan keanggotaan, undang–undang ini
menyebutkan:
Pasal 33
(1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota Ormas.
(2) Keanggotaan Ormas bersifat sukarela dan terbuka.
(3) Keanggotaan Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.
Pasal 34
(1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.





Menurut P.A.F. Lamintang: Tindak pidana merupakan
pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan
suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan
bentuk tingkah laku yang melanggar UU pidana. Oleh sebab itu
setiap perbuatan yang dilarang oleh UU harus dihindari dan arang
siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-
larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh
setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam UU maupun
peraturan-peraturan pemerintah.15
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum.16
Menurut Andi Hamzah: Tindak pidana adalah kelakuan
manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum,
yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang
melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan,
seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan
perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan
normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.17
B.1.2 Unsur Tindak Pidana
Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari tindak pidana adalah:18
15 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. hlm. 7.
16Ibid., hlm. 9
17Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 22
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69
1. Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberikan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif
B.1.3 Jenis Tindak Pidana
Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab UU Hukum Pidana
(KUHP) bdibedakan batas bdasar-dasar btertentu, bsebagai b erikut:
a) bMenurut bKitab UU bHukum bPidana b (KUHP) bdibedakan bantara
blain bkejahatan byang bdimuat bdalam bBuku II bdan bPelanggaran byang
bdimuat bdalam bBuku bIII. bPembagian btindak bpidana bmenjadi b
“kejahatan” bdan b “pelanggaran“ itu b ukan bhanya bmerupakan bdasar
b agi bpembagian bKUHP bkita bmenjadi bBuku bke bII bdan bBuku bke bIII
bmelainkan bjuga bmerupakan bdasar bagi bseluruh sistem hukum bpidana
bdi dalam bbperundang-undangan bsecara bkeseluruhan.
b) bMenurut bcara bmerumuskannya, bdibedakan bdalam btindak bpidana
bformil b (formeel Delicten) bdan btindak bpidana bmateril b (Materiil
bDelicten). bTindak bpidana bformil badalah btindak bpidana byang
bdirumuskan b ahwa blarangan byang bdirumuskan bitu badalah
bmelakukan bperbuatan btertentu. bMisalnya bPasal b362 bKUHP byaitu
btentang bpencurian. bTindak bPidana bmateril binti blarangannya badalah
bpada bmenimbulkan bakibat byang bdilarang, bkarena bitu bsiapa byang
bmenimbulkan bakibat byang bdilarang bitulah byang bdipertanggung
bjawabkan bdan bdipidana.
bc) bMenurut b entuk bkesalahan, btindak bpidana bdibedakan bmenjadi
btindak bpidana bsengaja (dolus bdelicten) dan btindak bpidana btidak
bsengaja (culpose bdelicten). bContoh btindak bpidana bkesengajaan
(dolus) byang bdiatur bdi dalam bKUHP bantara blain bsebagai b erikut:
bPasal b338 bKUHP (pembunuhan) byaitu bdengan bsengaja
bmenyebabkan bhilangnya bnyawa borang blain, bPasal b354 bKUHP byang
bdengan bsengaja bmelukai borang blain. bPada bdelik bkelalaian (culpa)
borang bjuga bdapat bdipidana bjika bada bkesalahan, bmisalnya bPasal b359
bKUHP byang bmenyebabkan bmatinya bseseorang, bcontoh blainnya
bseperti byang bdiatur bdalam bPasal b188 bdan bPasal b360 bKUHP.
d) bMenurut bmacam bperbuatannya, btindak bpidana baktif (positif),
bperbuatan baktif bjuga bdisebut bperbuatan bmateril badalah bperbuatan
buntuk bmewujudkannya bdiisyaratkan bdengan badanya bgerakan btubuh
borang byang b erbuat, bmisalnya bPencurian (Pasal b362 bKUHP) bdan
bPenipuan (Pasal b378 bKUHP). bTindak bPidana bpasif bdibedakan
bmenjadi btindak bpidana bmurni bdan btidak bmurni. bTindak bpidana
bmurni, byaitu btindak bpidana byang bdirumuskan bsecara bformil batau
btindak bpidana byang bpada bdasarnya bunsur bperbuatannya b erupa
bperbuatan bpasif, bmisalnya bdiatur bdalam bPasal b224,304 bdan b552
bKUHP. bTindak bPidana btidak bmurni badalah btindak bpidana byang bpada
bdasarnya b erupa btindak bpidana bbpositif, btetapi bdapat bdilakukan bsecara
btidak baktif batau btindak bpidana byang bmengandung bunsur bterlarang
btetapi bdilakukan bdengan btidak b erbuat, bmisalnya bdiatur bdalam bPasal
b338 bKUHP, bibu btidak bmenyusui b ayinya bsehingga banak btersebut
bmeninggal.19
B.2 Pertanggungjawaban Pidana
bPertanggungjawaban bpidana (criminal bresponsibility)
badalah bsuatu bmekanisme buntuk bmenentukan bapakah bseseorang
bterdakwa batau btersangka bdipertanggungjawabkan batas bsuatu
btindakan bpidana byang bterjadi batau btidak. bUntuk bdapat bdipidananya bsi
bpelaku, bdisyaratkan b ahwa btindak bpidana byang bdilakukannya bitu
bmemenuhi bunsur-unsur byang btelah bditentukan bdalam bUU.
Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara bpidana,
bharus bmengandung bkesalahan. bKesalahan btersebut bterdiri bdari bdua
bbjenis byaitu bkesengajaan (opzet) bdan bkelalaian (culpa).
1. bKesengajaan (opzet) bSesuai bteori bhukum bpidana
bIndonesia, bkesengajaan bterdiri bdari btiga bmacam, byaitu
bsebagai b erikut:
a. bKesengajaan byang b ersifat btujuan, bBahwa bdengan
bkesengajaan byang b ersifat btujuan, bsi bpelaku bdapat
bdipertanggungjawabkan bdan bmudah bdapat
bdimengerti olehb khalayakb ramai. Apabilab
bkesengajaan bseperti bini adab padab suatub tindakb pidana,
b si pelakub pantasb dikenakanb bhukuman bpidana.
Karenab denganb adanyab kesengajaanb yangb bersifatb
tujuanb ini, berartib si pelakub benar-benarb
19 Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 25-27
menghendakib mencapaib suatub akibatb yangb menjadib
pokokb alasanb diadakannyab ancamanb hukumanb ini.
b. bKesengajaan bsecara bkeinsyafan bkepastian,
Kesengajaanb inib adab apabilab sib bpelaku, bdengan
perbuatannyab tidakb bertujuanb untukb mencapaib akibatb
yangb menjadib dasarb darib bdelik, tetapib iab tahub benarb
bahwab akibatb itu bpasti bakan mengikutib perbuatanb bitu.
c. bKesengajaan bsecara bkeinsyafan bkemungkinan,
Kesengajaanb inib yangb terang-terangb btidak bdisertai
bayanganb suatub kepastianb akanb terjadib akibatb yangb
b ersangkutan, melainkanb hanyab dibayangkan b suatub
bkemungkinan b elaka bakan bakibat bitu. bSelanjutnya
mengenaib kealpaanb karenab bmerupakan b entuk bdari
kesalahanb byang bmenghasilkan bdapat bdimintai
pertanggungjawabanb atasb perbuatanb bseseorang byang
dilakukannya.
2. bKelalaian (culpa), bKelalaian (culpa) bterletak bantara bsengaja
bdan bkebetulan, b agaimanapun bjuga bculpa bdipandang blebih
bringan bdibanding bdengan bsengaja, boleh bkarena bitu bdelik bculpa,
bculpa bitu bmerupakan bdelik bsemu (quasideliet) bsehingga
bdiadakan bpengurangan bpidana. bDelik bculpa bmengandung bdua
bmacam, yaitub delikb kelalaianb yangb menimbulkanb bakibat bdan
byang btidak menimbulkanb akibat, tapib yangb diancamb denganb
pidanab ialahb perbuatanb bketidak bhati-hatian bitu bsendiri,
perbedaanb antarab keduanyab sangatb mudahb dipahamib yaitub
kelalaianb yangb menimbulkanb bakibat bdengan bterjadinya bakibat
bitu bmaka diciptalah b bdelik bkelalaian, b agi byang btidak bperlu
bmenimbulkan akibatb bdengan bkelalaian bitu bsendiri bsudah
bdiancam bdengan bpidana.
Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus
ada:20
1. Kemampuanb buntuk bmembeda-bedakan bantara bperbuatan
yangb b aik bdan b uruk; byang bsesuai bhukum bdan byang
melawanb bhukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut
keinsafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.
20 Moeljatno, Op.Cit., hlm. 178-179
